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Abstrak 
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah merupakan 2 (dua) 
dinas yang berbeda, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pariwisata. Pada tahun 2002, kedua 
dinas ini bergabung menjadi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang diharapkan agara lebih 
mengoptimalkan serta bersinergi dalam melaksanakan pengembangan di bidang pemuda olahraga serta 
objek wisata di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku pelaksana kebijakan peraturan daerah No 6 Tahun 2019 Bab VI 
Tentang Strategi Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Simalungun.Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori Implementasi oleh Edward III, penelitian ini menggunakan metodologi jenis 
kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, obervasi, dan juga dokumentasi. Sebagai penguat, 
penelitian ini juga terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan dengan 
menggunakan teknik analisis data Miles dan Hubermen yakni pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan kesimpulan.  
Kata Kunci: Implementasi; Dinas Pariwisata; Labuhanbatu Selatan  

 
Abstract 

The Department of Youth, Sports and Tourism of South Labuhanbatu Regency is 2 (two) different offices, 
namely the Office of Youth and Sports and the Office of Tourism. In 2002, these two agencies merged to 
become the Youth, Sports and Tourism Office which is expected to further optimize and synergize in carrying 
out development in the field of youth sports and tourism objects in South Labuhanbatu Regency. In this case, 
the Tourism and Culture Office of South Labuhanbatu Regency as the implementer of the regional 
regulation policy No. 6 of 2019 Chapter VI Concerning Tourism Development Strategies in Simalungun 
Regency. The theory used in this research is Implementation theory by Edward III, this research uses a 
qualitative type methodology which using interview techniques, observation, and also documentation. As 
reinforcement, this study also consisted of key informants, main informants and additional informants using 
data analysis techniques by Miles and Huberman namely data collection, data reduction, data presentation 
and conclusions.  
Keywords: Implementation; Tourism Office; South Labuhanbatu Regency  
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PENDAHULUAN  
Kurangnya pengembangan dalam sektor pariwisata dapat merusak potensi ekonomi dan 

peluang pertumbuhan suatu daerah. Salah satu indikator kurangnya pengembangan adalah 
keterbatasan lahan dan kurangnya infrastruktur wisata yang memadai. Keterbatasan lahan dapat 
membatasi kapasitas suatu destinasi wisata untuk menarik jumlah pengunjung yang lebih besar. 
Selain itu, kurangnya sarana seperti pondok-pondok atau akomodasi juga dapat menghalangi 
wisatawan untuk menghabiskan waktu lebih lama di daerah tersebut. Pengembangan 
infrastruktur wisata yang memadai adalah langkah penting untuk meningkatkan daya tarik 
destinasi wisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan (Suharyanto et al., 2019, 2022). 

Selain itu, kurangnya koordinasi antara instansi terkait juga merupakan kendala serius 
dalam pengembangan pariwisata. Dalam konteks ini, kurangnya kerjasama antara Dinas 
Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pengelola objek Wisata Sampuran Pandayangan 
adalah contoh konkretnya. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengelola destinasi wisata 
sangat penting untuk merawat dan menjaga destinasi tersebut agar tetap menarik bagi 
pengunjung. Kerjasama ini juga dapat mencakup aspek keuangan, di mana pengelola objek wisata 
bisa mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah untuk mengembangkan dan memperbaiki 
destinasi (Lubis et al., 2020; Suharyanto et al., 2020). 

Oleh karena itu, untuk mengatasi kurangnya pengembangan dalam sektor pariwisata, 
penting untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara semua pihak terkait. Hal ini 
mencakup upaya untuk meningkatkan infrastruktur wisata, memperluas lahan yang tersedia, 
serta merawat dan menjaga destinasi wisata dengan baik. Dengan demikian, daerah tersebut dapat 
memaksimalkan potensi pariwisatanya, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan 
pendapatan ekonomi local (Publik et al., 2020; Sugiyanto et al., 2020; Sumarto, 2021). 

Pengembangan destinasi wisata tidak hanya tergantung pada aspek infrastruktur dan 
koordinasi antara instansi terkait, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor budaya 
yang unik dari daerah tersebut. Aspek kebudayaan daerah memiliki peran yang signifikan dalam 
mengidentifikasi karakteristik destinasi wisata dan menciptakan pengalaman yang unik bagi 
pengunjung (Nugraha, 2022; Simarmata & Saragih, 2020, 2020; Susanty, 2020). Misalnya, kuliner 
adalah salah satu aspek yang mencerminkan kekayaan budaya suatu daerah. Di banyak destinasi 
wisata, makanan lokal dapat menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan yang mencari 
pengalaman kuliner yang autentik. Oleh karena itu, dalam pengembangan destinasi wisata, 
penting untuk mempertahankan dan mempromosikan kebudayaan lokal, termasuk kuliner, 
sebagai bagian integral dari daya tarik wisata (Azijah et al., 2022; Nasution et al., 2023). 

Namun, masalah yang muncul dalam pengembangan destinasi wisata, seperti yang Anda 
sebutkan, memerlukan tindakan yang tepat dari pihak berwenang. Dinas Pariwisata Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan ini. Salah satu 
pendekatan yang dapat digunakan adalah merujuk pada teori yang dikemukakan oleh George C. 
Edward III tentang faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam teori tersebut, 
empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah 
komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Subarsono, 2011). 

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, Dinas Pariwisata dapat meningkatkan koordinasi 
dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan destinasi wisata, 
memastikan ketersediaan sumberdaya yang diperlukan untuk pengembangan, membangun 
disposisi positif dari semua pihak yang terlibat, dan menyesuaikan struktur birokrasi agar lebih 
efisien dalam mengelola dan mempromosikan destinasi wisata. Dengan pendekatan yang 
komprehensif dan berdasarkan teori yang tepat, pengembangan destinasi wisata, seperti Destinasi 
Wisata Sampuran Pandayangan, memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses dalam menarik 
pengunjung dan memberikan manfaat yang signifikan bagi daerah tersebut. 

Perkembangan destinasi pariwisata merupakan langkah strategis yang dapat memberikan 
manfaat signifikan, tidak hanya bagi sektor pariwisata itu sendiri, tetapi juga bagi ekonomi daerah 
dan masyarakat setempat. Untuk memastikan keberhasilan dalam pengembangan destinasi 
pariwisata, pemerintah daerah harus merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang 
efektif dan terencana dengan baik. Kebijakan ini harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan 
dalam rencana pengembangan pariwisata daerah, termasuk peningkatan infrastruktur, promosi, 
dan peraturan yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata (Manajemen et al., 2023; Susilo 
et al., 2022). 
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Salah satu dampak positif yang dapat dihasilkan dari perkembangan destinasi pariwisata 
adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan memperkaya daya tarik destinasi, 
meningkatkan kualitas layanan, dan mengikuti tren pasar yang berkembang, daerah dapat 
menarik lebih banyak wisatawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan ekonomi 
lokal. Wisatawan umumnya menghabiskan uang di daerah yang mereka kunjungi, membeli produk 
lokal, menggunakan layanan akomodasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan bisnis di sekitar 
destinasi tersebut. 

Selain manfaat ekonomi langsung, perkembangan destinasi pariwisata juga dapat 
berdampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 
Pendapatan yang diperoleh dari pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya yang terkait dengan 
sektor pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. 
Dengan mengelola destinasi pariwisata secara efisien dan memastikan bahwa pengunjung dikenai 
pajak dengan adil, PAD dapat ditingkatkan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk 
meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di daerah tersebut (Haeba et al., 2021). 

Dengan demikian, pengembangan destinasi pariwisata bukan hanya tentang menciptakan 
tempat wisata yang menarik, tetapi juga tentang perencanaan kebijakan yang matang dan 
implementasi yang efektif untuk memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan ekonomi 
daerah. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif yang melibatkan penggunaan teknik-teknik 
seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi (Sugiyono, 2019). Selain itu, penelitian ini juga 
melibatkan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan sebagai sumber data yang 
memberikan wawasan yang beragam terkait dengan implementasi kebijakan peraturan daerah 
nomor 6 tahun 2019 tentang strategi pengembangan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata 
Labuhanbatu Selatan. 

Penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memahami bagaimana kebijakan 
tersebut diimplementasikan dalam praktiknya. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada 
evaluasi implementasi kebijakan dengan menggunakan empat indikator utama: komunikasi, 
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 
kebijakan ini belum mencapai tingkat optimal. Hal ini dapat dilihat dari penilaian terhadap empat 
indikator yang telah disebutkan, di mana terdapat hambatan dan kendala dalam proses 
implementasi. Sebagai contoh, kurangnya komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, 
keterbatasan sumber daya yang tersedia, disposisi yang belum sepenuhnya mendukung, dan 
struktur birokrasi yang mungkin perlu diperbaiki. 

Penelitian ini memiliki implikasi yang penting dalam upaya meningkatkan efektivitas 
implementasi kebijakan pariwisata di Labuhanbatu Selatan. Temuan-temuan ini dapat digunakan 
sebagai dasar untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan 
kebijakan dan merancang strategi perbaikan yang lebih baik untuk mencapai tujuan 
pengembangan pariwisata daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi 
penting dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan dan 
pertumbuhan ekonomi di Labuhanbatu Selatan.    
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Rencana strategi pembangunan kepariwisataan adalah sebuah panduan yang menguraikan 
langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai tujuan pembangunan sektor 
pariwisata suatu daerah. Strategi pembangunan ini melibatkan empat aspek utama yang saling 
terkait, yaitu pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pemasaran 
pariwisata, serta kelembagaan kepariwisataan. Ketika suatu daerah, seperti Labuhanbatu Selatan, 
merumuskan rencana strategi pembangunan kepariwisataan, penting untuk memperhatikan 
setiap aspek ini dengan cermat. 

Salah satu aspek kunci dalam implementasi strategi kepariwisataan adalah komunikasi yang 
efektif. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan, memiliki peran 
penting dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait. Ini termasuk berkomunikasi 
dengan pengelola objek wisata untuk memastikan bahwa infrastruktur, sarana, dan prasarana 



Fengky Aryo Aritonang, Budi Hartono & Novita Wulandari, Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2019 
tentang Strategi Pembangunan Kepariwisataan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan 

88 

yang diperlukan oleh pengunjung tersedia dan memadai. Komunikasi ini penting untuk 
mendukung pengembangan objek wisata yang menarik bagi wisatawan. 

Selain komunikasi dengan pengelola objek wisata, pemerintah daerah juga perlu 
berkomunikasi dengan pihak swasta. Ini mencakup berbagai pihak seperti hotel, restoran, 
operator tur, dan bisnis terkait pariwisata lainnya. Komunikasi yang efektif dengan sektor swasta 
dapat menciptakan peluang kemitraan yang saling menguntungkan, yang dapat meningkatkan 
daya tarik dan pelayanan bagi wisatawan. 

Dampak dari komunikasi yang baik dalam implementasi strategi kepariwisataan adalah 
peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah. Dengan adanya infrastruktur 
yang baik dan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak terkait, suatu daerah dapat menarik 
lebih banyak wisatawan, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi yang 
signifikan, seperti peningkatan pendapatan masyarakat lokal dan pertumbuhan sektor pariwisata. 
Oleh karena itu, komunikasi yang efektif adalah salah satu elemen kunci dalam mencapai 
keberhasilan dalam pelaksanaan strategi pembangunan kepariwisataan. 

Komunikasi merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, 
terutama dalam konteks pengembangan pariwisata. Dalam hal ini, komunikasi dengan pihak 
pengelola objek wisata dan pihak swasta memiliki peran penting untuk mencapai kesepahaman 
bersama dan melaksanakan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. 

Penting untuk dicatat bahwa dalam pelaksanaan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, 
seperti pengelola objek wisata dan pihak swasta, pemerintah daerah di Labuhanbatu Selatan tidak 
mengalami hambatan awal. Ini adalah hal yang positif karena memudahkan proses komunikasi 
awal yang diperlukan untuk memahami kebutuhan dan harapan masing-masing pihak. 

Namun, setelah terlaksananya komunikasi dan musyawarah, pemerintah daerah 
menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Salah satu hambatan yang muncul adalah 
ketidakbersediaan masyarakat untuk memberikan atau menghibahkan sebagian tanah mereka 
untuk meningkatkan objek wisata. Ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti 
pertimbangan ekonomi atau ketakutan akan kehilangan lahan. Pemerintah daerah harus bekerja 
ekstra keras untuk menjalin dialog dan merancang insentif yang dapat meyakinkan masyarakat 
tentang manfaat dari kontribusi mereka dalam pengembangan objek wisata. 

Selain itu, hambatan lain adalah ketidaklanjutan tindakan dari masyarakat yang awalnya 
bersedia memberikan atau menghibahkan tanah mereka. Ini menunjukkan bahwa implementasi 
kebijakan tidak hanya tentang kesepahaman awal, tetapi juga tentang memastikan adanya tindak 
lanjut yang efektif. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan langkah-langkah dan insentif 
tambahan yang mungkin diperlukan untuk memotivasi masyarakat dalam mendukung 
pengembangan objek wisata. 

Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk tetap 
fleksibel, mendengarkan masukan dari berbagai pihak, dan mencari solusi kolaboratif yang 
memungkinkan semua pihak terlibat merasa terlibat dan mendukung pengembangan pariwisata 
yang berkelanjutan. Kesuksesan pelaksanaan kebijakan pariwisata sangat bergantung pada 
kemampuan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dengan bijaksana dan efektif. 

Dalam pelaksanaan kebijakan di Labuhanbatu Selatan, Pemerintah Daerah telah mengambil 
langkah-langkah konkret untuk menetapkan anggota yang bertanggung jawab dalam menjaga, 
merawat, dan mengelola objek wisata. Langkah ini melibatkan pengangkatan dan penetapan 
pegawai dengan status Pegawai Honor, yang kemudian diberikan Surat Keputusan (SK) yang 
mengamanatkan tugas mereka terkait objek wisata. Penting untuk dicatat bahwa dalam penetapan 
Pegawai Honor ini, Pemerintah Daerah tidak mengalami hambatan yang signifikan. Bahkan, 
banyak masyarakat yang secara sukarela mengajukan diri untuk diangkat sebagai Pegawai Honor 
dalam rangka mendukung pengembangan objek wisata tersebut. 

Meskipun proses penetapan Pegawai Honor berjalan dengan baik, ada beberapa catatan 
yang perlu dipertimbangkan. Salah satu di antaranya adalah kurangnya persyaratan pendidikan 
yang sesuai dengan posisi yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pendidikan yang sesuai 
dapat menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa anggota yang ditugaskan memiliki 
pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas yang diemban. Oleh karena itu, penting 
bagi Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan persyaratan pendidikan yang relevan dalam 
penetapan anggota yang bertanggung jawab atas objek wisata. 

Selain itu, Pemerintah Daerah telah melakukan analisis situasi yang komprehensif sebelum 
dan selama pelaksanaan kebijakan terkait objek wisata. Analisis ini mencakup penetapan 
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Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan analisis situasi di lokasi objek wisata yang akan 
dikelola dan dikembangkan. Dalam analisis situasi ini, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan 
pihak swasta untuk memahami potensi dan kendala yang mungkin muncul. Dengan terjun 
langsung ke lapangan, mereka memeriksa apakah objek wisata layak dikembangkan dan potensi 
apa yang bisa ditingkatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan. 

Meskipun hingga saat ini Pemerintah Daerah tidak melaporkan adanya kendala atau 
permasalahan yang signifikan dalam analisis situasi, mereka telah menegaskan bahwa jika kendala 
atau permasalahan muncul di masa depan, Pemerintah Daerah akan memainkan peran kunci 
dalam menghadapinya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah untuk melanjutkan 
dan memastikan keberlanjutan pengembangan objek wisata sebagai sumber Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Proses perencanaan kebijakan ini memberikan gambaran bahwa pihak berwenang 
telah melakukan analisis yang baik untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan 
pariwisata. 

Proses peningkatan sarana dan fasilitas umum untuk pengembangan objek wisata adalah 
salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata di Labuhanbatu Selatan. 
Pemerintah Daerah memiliki pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan objek wisata dengan 
menunggu informasi yang diberikan oleh pihak objek wisata itu sendiri. Hal ini menunjukkan 
komunikasi yang terbuka dan kolaboratif antara pemerintah daerah dan pengelola objek wisata 
dalam rangka memahami apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas objek wisata. 

Selain itu, dalam pemenuhan sarana dan fasilitas umum, Pemerintah Daerah juga aktif 
mencari celah dan peluang untuk mengidentifikasi apa yang belum ada di objek wisata. Tindakan 
ini menunjukkan inisiatif untuk secara proaktif berkontribusi pada peningkatan infrastruktur 
objek wisata. Dengan mencari kekurangan dan mencoba untuk mengisi celah ini, Pemerintah 
Daerah dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan daya tarik objek wisata. 

Pemerintah Daerah juga memiliki rencana untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal 
dengan membuka warung atau tempat makan yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar 
objek wisata. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, 
yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan mereka. Ini adalah 
contoh nyata dari bagaimana kebijakan pariwisata tidak hanya berdampak pada objek wisata itu 
sendiri, tetapi juga pada masyarakat lokal. 

Dalam hal peningkatan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah berperan aktif dengan 
cara memilih anggota yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang 
akan mereka jalankan. Selain itu, pelatihan dan pendidikan terus-menerus diberikan kepada 
anggota-anggota tersebut. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa mereka memiliki 
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. 
Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia adalah investasi jangka panjang yang akan 
mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pariwisata. 

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam 
peningkatan sarana, prasarana, fasilitas umum, dan sumber daya manusia adalah langkah-langkah 
yang positif untuk mendukung pengembangan objek wisata. Dengan pendekatan yang responsif, 
proaktif, dan berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal, Pemerintah Daerah dapat berperan 
kunci dalam meningkatkan daya tarik objek wisata dan memberikan manfaat kepada masyarakat 
setempat. 
 
SIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai implementasi Peraturan 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 dalam pengelolaan dan 
pengembangan objek wisata oleh Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan, ditemukan sejumlah 
masalah yang mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum optimal. Salah satu 
masalah yang teridentifikasi adalah ketiadaan rencana induk pembangunan kepariwisataan 
daerah yang mencakup pengembangan potensi sumber daya budaya, sejarah, dan alam yang 
berbasis pada kearifan lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa belum ada landasan yang jelas untuk 
pengembangan destinasi wisata di daerah tersebut. 

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa strategi pembangunan dalam pemasaran 
pariwisata berbasis sumber daya manusia, baik dalam kalangan aparatur pemerintah maupun 
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masyarakat, masih belum terlihat dengan jelas. Kurangnya strategi ini berpotensi berdampak pada 
indeks pariwisata daerah, yang mencakup pelayanan jasa dan barang yang diperlukan oleh 
wisatawan. Selain itu, komunikasi mengenai sumber daya yang tersedia di daerah ini juga masih 
belum optimal. Informasi mengenai kepariwisataan daerah belum tersedia secara lengkap dan 
terintegrasi, baik melalui website maupun aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama 
wisatawan. 

Dalam konteks teori yang diajukan oleh George C. Edward III, yang mengidentifikasi empat 
variabel kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, 
disposisi, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah 
tersebut masih memiliki kekurangan dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, diperlukan upaya 
perbaikan dan perubahan dalam hal komunikasi yang lebih efektif, pengelolaan sumber daya yang 
lebih baik, disposisi yang lebih proaktif, serta perbaikan dalam struktur birokrasi yang 
mendukung pelaksanaan kebijakan pariwisata. Dengan demikian, diharapkan implementasi 
kebijakan pariwisata di Labuhanbatu Selatan dapat mencapai tingkat optimal yang sesuai dengan 
tujuan pengembangan pariwisata daerah tersebut. 
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